BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan vang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan
dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja sehingga
birokrasi berjalan dengan dinamis, lincah, dan profesional;

b. bahwa agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud
sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Organisasi, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000  tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka  Beltung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);




Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah.
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2§, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Nomior 4268,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penvederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);




Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagairnana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2022 tcntang Pcrubahan Xctiga atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati Bangka Tengah scbaga:
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjad:
kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, vang selanjutnyva
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangka Tengah.

7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang
selanjutnya  disingkat DPPKBPPPA  adalah  Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka Tengah.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.

9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.




10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, yang selanjutnya
disebut UPT DPPKBPPPA adalah unit pelaksana tugas
teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bangka Tengah yang dibentuk
bendasarkan Peraturan Bupati tersendiri.

11.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai
tujuan organisasi dan bersifat mandiri.

12. Unit Kerja adalah jabatan administrator pada DPPKBPPPA.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DPPKBPPPA merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

(2) DPPKBPPPA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupat
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DPPKBPPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, DPPKBPPPA mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;




pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

> m~ Frem o Taten «» 5 wmsloman ATale TDosae P ~
pelaksanaau IUngsi iairn yarg diberikan oleh DUpatli sesual
dengan tugas dan fungsinya scpanjang tidak bortentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD:
(2) Susunan organisasi DPPKBPPPA:
a. Kepala Dinas, terdiri atas:
1. Sekretariat, membawahkan Subbagiai
Kepegawaian;
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Kesejahteraan Keluarga:
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
4. Bidang Perlindungan Anak;
b. UPT DPPKBPPPA; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
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(3) Struktur organisasi DPPKBPPPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina,
mcngendalikan, mengoordinasikan, mcmantau, mcengevaluasi,
dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program
dan kegiatan DPPKBPPPA berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

~

a.
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h.

<3
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pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan

Dacrah dalam mcrcncanakan, mcnctapkan, mcengatur,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

memonitoring pelaksanaan di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi:

1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan
DPPKBPPPA; dan

2. penyusunan rencana kebijakan dacrah bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;

pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;

pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;

pengendalian terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan;

pengoordinasian tugas dan fungsi DPPKBPPPA dengan

pihak terkait;

pengawasan dan  pengendalian atas peclaksanaan

peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian

penduduk, keluarga berencana dan pemberdayvaan

perempuan perlindungan anak;

penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan daerah di bidang pengendalian penduduk,

keluarga  berencana,ketahanan dan  kesejahteraan

keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingungan

DPPKBPPPA;

pelaksanaan pembinaan teknis dan admunistratif di

lingkungan DPPKBPPPA; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sepanjang tidak bertentangan dengan  peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 8
Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas vang

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kcpada Kcepala Dinas.



(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3)

mempunyai fugas membantu Kepala Dinas memimpin,
menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan.
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada
lingkup Sckrctariat, scrta mcngoordinasikan bidang-
bidang sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas:

b. pengoordinasian subbagian yang berada di bawahnva;

c. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan
administrasi umum atas pelaksanaan program dan
kegiatan DPPKBPPPA;

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
umum dan periengkapan, kerumahtanggaan, kerja
sama, humas dan keprotokolan, kearsipan dan
perpustakaan, serta informasi publik;

e. pengoordinasiaan penyusunan rencana Anggaran,
program dan kegiatan DPPKBPPPA, vang meliputi:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA]).

f. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan

laporan DPPKBPPPA, yang meliputi:

1. laporan realisasi fisik dan keuangan;

2. Rencana Strategis (Renstraj;

3. rencana kerja perangkat Daerah;

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD);

6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPDj);

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah
(RPJMD);

9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) bila ada; dan

10. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.

g. penyelesaian tindak lanjut hasil pemenksaan oleh
pengawas fungsional;

h. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat,
protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan
laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya;



i. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana
kerja DPPKBPPPA;

j. pengelolaan dokumentasi kearsipan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sepanjang tidak bertentangan dengan pera
pcrundang-undangat:.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (1}
membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

———

kepala subbagian vang dalam pelaksanaan fugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Sekretaris Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu
Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian
dan Keuangan sesuai dengan lingkupnyva berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana Subbagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja
DPPKBPPPA;

b. pelayanan urusan umum yang meliputi:

1. perlengkapan, rumah tangga, surat menyvurat,
protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan
administrasi umum lainnya;

2. penyusunan  kebutuhan  rencana anggaran
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat,
penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran
terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan
lampiran surat;

4. penyelesaian surat-surat DPPKBPPPA meliputi
pendistribusian  sesuai  disposisi  pimpinan,

pengetikan, penyelesaian dengan komputer,
penataan dan penyimpanan serta penyusunan
arsip;

5. pcnycdiaan alat tulis kantor, pcnggunaan stcmpcl,
operator telepon dan faksimile, perpustakaan,
pramutamu, dan pengemudi kendaraan operasional
DPPKBPPPA,;



6. penyelenggarakan administrasi barang
inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan,
penggunaan dan perawatan serta inventaris
ruangan sampai penghapusan inventaris;

7. penyelenggaraan urusan rumah tangga
DPPKBPPPA mcliputi kcbersihan dan perawatan
kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha
pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung
jawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk
perpanjangan STNK;

8. pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan
rumah tangga;

9. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan
masyarakat, serta pembuatan dan penvampaian
laporan kegiatan berkala seluruh bidang di
lingkungan DPPKBPPPA kepada Kepala Dinas;

10. penyiapan bahan dan menyusun penataan
organisasi dan tata laksana; dan

11. pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh
bidang di lingkungan DPPKBPPPA.

pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian yang

meliputi:

1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
memeliharaan data kepegawaian;

2. pengusulan kenaikan pangkat Pegawa: Negeri Sipil:

3. pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negen
Sipil;

4. pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non
Pegawai Negeri Sipil;

5. pengusulan pemberian penghargaan;

6. pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non
Pegawai Negeri Sipil berprestasi;

7. pengusulan batas usia pensiun;

8. pengusulan peninjauan masa kerja;

9. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;

10. penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri
Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;

11. pengusulan enambahan/pengurangan jumlah
tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai
Negeri Sipil;

12. penganalisis/pengkajian bidang kepegawaian,

13. fasilitasi pengisian angka kredit bag tenaga
fungsional tertentu; dan

14. fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka

pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

pelaksanaan tugas lain yang diberikan coleh atasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
pcrundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Dan Kesejahteraan Keluarga



(1)

(2)

3)

Pasal 11

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kcpada Kcpala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur,
membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk.
Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga sesuai
dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi
sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian
penduduk dan sistem informasi keluarga;

b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria
bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi
keluargs;

c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang sistem informasi
keluarga;

d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk;

e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk Daerah;

f. pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian
penduduk;

g. melaksanakan advokasi tentang pemanfaatan kajian
dampak kependudukan beserta model sclusi strategis
sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada
pemangku kepentingan;

. melaksanakan sosialisasi tentang pemaniaatan kajian
dampak kependudukan beserta model soiusi strategis
sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada
pemangku kepentingan;

i. penyediaan dan pengolahan data kependudukan;

:J.A

j. penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana

dan pembangunan keluarga;
k. membentuk rumah data kependudukan di kampung

kcluarga bcerencana untuk memperkuat —intcgrasi
program kependudukan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga di sektor lain;

penyediaan data informasi dan keluarga;

—t
.

m. melaksanakan pencatatan dan pengumpuian data

keluarga;

10



n.

0.

2]

pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan
dan pelayanan keluarga berencana;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan
dan pelaporan kependudukan keluarga berencana dan

1 .+~ < e v P N et A
. pclaksanaan norma, standar, proscdur dan Kritcria di

bidang pengendalian penduduk keluarga berencana dan
kesejahteraan keluarga;

pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, I[nformasi dan
Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga
berencana sesuai kearifan budaya lokal melalui media
massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan,
advokasi, dan penggerakan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

1al 1 s e e 17 Ay A
pliaksanaan advokasi Prograiii ATPCNGUuauULan,
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(KKBPK) kepada stakeholders dan mitra kerja;
penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK,

u. pelaksanaan wupaya terciptanya Kketerpaduan dan

W.

aa.

bb.

(oo
dd.

sinkronisasi kebijakan operasional keluarga sejahtera
dan ketahanan keluarga dalam pembangunan keluarga;
pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan
pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PKB/PLKB);

d 1
obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga
berencana di Daerah;
pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga
berencana dan petugas lapangan keluarga berencana,;
pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan
pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga
berencana;
pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),
Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan
Konseling Remaja (PIK R};
pelaksanaan dan pemantauan evaluasi kebijakan teknis
Daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera
meiaiui usaha mikro keiuarga;
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang
pengendalian penduduk;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Perempuan

11



(1)

(2)

j- pcnyiapan koordinasi dan sinkronisasi pcner

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur,
membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan  tugas pada Bidang Pemberdavaan
Perempuan sesuai dengan lingkupnva berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai
fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana Bidang Pemberdayaan Perempuan
sesuai dengan rencana kerja DPPKBPPPA;

b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan
Bidang Pemberdayaan Perempuan;

C. penyiapan perumusan kajian dan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penvajian data
dan informasi gender dan anak;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisas: penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender dan anak;

€. penyiapan forum koordinasi penyusunar Kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender dan anak;

f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penvajian data
dan informasi gender dan anak;

g. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayvaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politil
dan kualitas keluarga;

h. penyiapan forum koordinasi penyusunarn kebijakan
peiaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;

i. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;

A
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;




k.

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,

politik hukum dan kualitas keluarga'

penyiapan bahan pemberian uhuuil‘igaﬁ teknis dan

supcrvisi pcncrapan kcbijakan pclaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;

. pemantauan, analiis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;

.penyiapan  perumusan  kebijakan  pengumpulan.

pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ckonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluargs;

penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

engumpulan, pen u;cumn analisis dan penyajian data
134 S ’ L}

dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, poiitik
hukum dan kualitas keluarga;

penyiapan bahan pemberian bimbingan tekmis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

penyiapan standarisasi lembaga penyedia layvanan
pemberdayaan perempuan;

. penyiapan penguatan dan pengerrb“'xgaﬂ lembaga
I =

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan d:
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus scrta dart tindak

pidana perdagangan orang,

. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondis:
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

13



Y.

aa.

bb.

CcC.

dd.

€€.

penylapan perumusan kajian kebijakan di bidang
pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  dan
pemberdayaan perempuan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana pcrdagangan orang;,

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan Kkorban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondis:
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
penyiapan penguatan dan pengembangan Ilembaga
penyedia layanan periindungan perempuan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
dan

. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus scrta dari tindak pidana
perdagangan orang;

14




(1)

(2)

(3)

Paragraf 5
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 13

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan

pclaksanaan tugas pada Bidang Pcrlindungan Anak scsual
dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Perlindungan Anak mempunvai fungsi
sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang
Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja
DPPKBPPPA;

b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan
Bidang Periindungan Anak;

C. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan.
pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan
Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja
DPPKBPPPA;

d. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Perlindungan
Anak;

c. pclaksanaan pcrencanaan, pcngoordinasian.
pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan Bidang Perlindungan Anak;

f. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

g. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan.
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

h. penyiapan perumusan kajian kebijakan permenuhan hak
anakterkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;

1. penylapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil.
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

15




aa.

. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

. pcnyiapan bahan pcmbcerian bimbingan tcknis dan

supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha,;
penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia lavanan peningatan kualitas hidup anak;

.pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

. penyiapan perumusan kebijakan di bidang periindungan

khusus anak;

. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan

dibidang perlindungan khusus anak;

. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang

perlindungan khusus anak;
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

di bidang perlindungan khusus anak;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan dibidang periindungan
khusus anak;

.pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus
anak;

. penyiapan perumusan kebijakan

pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap anak;

.penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap anak;

. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap anak;

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;

. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

pecngumpulan, pcengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap anak;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijjakan pengumpulan,
pengolahan,analisis dan penyajian data dan informas:
kekerasan terhadap anak;
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bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan anak;

cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

dd. pcmantauan, analisis, cvaluasi dan pclaporan
penerapan  kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap anak; dan

ee. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 6
UPT DPPKBPPPA

Pasal 14

DPPKBPPPA dapat membentuk UPT DPPKBPPPA sesuai
kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(1)

(2)

Pasal 15

UPT DPPKBPPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang diangkat
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas serta bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi dan
tata kerja UPT DPPKBPPPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 8
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Pasal 16

Pada sekretariat dan bidang terdapat kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional dan pejabat pelaksana
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

17



(3)

(4)

(6)

(1)

(1)

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional dan pejabat pelaksana
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada pejabat administrator yang

amrivaw Tomes TrasaTo | T Tan s sl
IMncery upalxd.n KEpaia Unit Keua.

Jumlah dan jenis kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
ditentukan berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

Jenis  kclompok  Jabatan  Fungsional dan  jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta
penjabaran tugas dan fungsinya, tercantum pada
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. kelompok
Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok
Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 17

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-
masing, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan, serta tugas dan fungsi

Aav 1- Al e A

Perangakat Daerali sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Pejabat Fungsional dan/atau pejabat pelaksana dapat
ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja
melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.

Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional
dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara langsung oleh kepala Unit Kerja.

Penugasan melalui pengajuan suk
dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan meckanisme
pengajuan permohonan aktif kepada kepala Unit Kerja
untuk melaksanakan kinerja tertentu.




(4) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau pejabat
pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan
dan dapat berasal dari internal Unit Kerja, lintas Unit
Kerja dan lintas Perangkat Daer:

(5) Pelaksanaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan keputusan Bupati/ keputusan
Sekretaris Daerah/keputusan kepala DPPKBPPPA sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas
berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar

DPPKBPPPA.

(2) Sekretaris Dinas, kepala bidang, kepala subbagian, dan
kepala UPT DPPKBPPPA, Jabatan Fungsional, maupun
Jabatan Pelaksana harus melaksanakan prinsip-prinsip
koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesua:
dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, kepala bidang, dan kepala
subbagian masing-masing bertanggung jawab untuk
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-
masing serta memberikan bimbingan atau pembinaan
kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan
tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

(4) Ketua kelompok Jabatan Fungsional selain melaksanakan
tugas fungsionalnya, diberikan tugas tambahan sebagai
penanggung jawab pengoordinasian pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai bidang tugasnya serta melaporkan

: . T
hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat administrator.
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Pasal 21

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan
tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas

a1y h apnrang leasmal sdang 13ntle 1 omral-d i s
atau salah seor ang Kcpaia b1d’a_us untuk me Walu}.uiy a.

(2) Apabila Kepala Dinas berhalangan paling kurang 7 (tujuh)
hari, Kepala Dinas harus menunjuk Sekretaris Dinas atau
salah seorang kepala bidang untuk menjadi pelaksana
harian Kepala Dinas berdasarkan surat tugas.

(3) Hubungan Kcpala Dinas dcngan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sekretariat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan.
penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang sedang menduduki jabatannya sebelum
Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki
jabatannya dan mclaksanakan tugasnya sampai docngan
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, scrta Tata Kcrja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1141), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  sctiap orang  mcngctahuinya, mcmcrintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Desember 2022

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Desember 9022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

—

O

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1251
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Lampiran I Peraturan Bupati Bangka Tengah
Nomor 98 Tahun 2022
Tanggal : 30 DEsember 2022

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KETUA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Ketua Subkelompok Kerja Keuangan:
a. Tugas:
Membantu Sekretaris Dinas dalam menyelenggarakan, mengatur.
mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan

memper rtanggungjawabkan pelaksanaan tugas untuk urusan Keuangan
scsuai dcngan lingkupnya berdasarkan  ketentuan — peraturan
perundang-undangan.

b. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua

Subkelompok Kerja Keuangan mempunyai fungsi pengkoordinasi

sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Keuangan;

2. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

3. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran (RKA);

4. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secars sistematis
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan

rutin/gaji;
6. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan
pembayarannya;

7. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran
belanja dinas;
8. fasilitasi administrasi keuangan dan perbendaharaan;
9. penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran |
10. pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, datasering, biaya

pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;
11. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan
pembayarannya;

12. pemfiasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan;

13. penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi
anggaran,;

14. pengoordinasian evaluasi dan monitoring kegiatan; dan

15. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh atasan sepaniang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Ketua Subkelompok Kerja Perencanaan:
a. Tugas:
Membantu Sekretaris Dinas dalam menyelenggarakar, mengatur,
~mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas untuk  urusan
Perencanaan sesuai dengan lingkupnya berdasarkarn ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Fungsi:
Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua
Subkelompok Kerja Perencanaan mempunyai fungsi pengoordinasi

12.

13.
14.

15.
16.

17.
. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasarn sepanjang

sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Perencanaan:

2. pcnghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam
rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DPPKBPPPA;

3. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan DPPKBPPPA;

4. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan DPPKBPPPA

5. pelaksanaan SIM perencanaan DPPKBPPPA;

6. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan
rencana plafon anggaran sementara DPPKBPPPA;

7. pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi:
a) indikator kerja;
b) penyusunan laporan kinerja tahunan;
c) laporan kinerja lima tahunan;
d) laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
€) laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
f) laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan; dan
g) laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.

8. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam
rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;

9. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dinas;

10. penyusunan laporan DPPKBPPPA, yang meliputi:

a) Laporan realisasi fisik dan keuangan;

b) Rencana Strategis (Renstra);

c) rencana kerja perangkat Daerah;

d) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

e) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

f) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

g) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

i) laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan

j) Laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
DY RDDDA h

. penyusunan rencana Kkegiatan DPPKBPPPA berkoordiniasi dengan

bidang lain pada DPPKBPPPA;

penyusunan rencana Anggaran, program dan = kegiatan

berkoordinasi dengan bidang lain pada DPPKBPPPA, yang meliputi:

a) Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan

b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA).

penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;

penyiapan bahan koordinasi dan penvusunan Daftar Usulan

Pelaksanaan Anggaran;

pengevaluasian semua pelaksanaan program dan kegiatan;

pclaksanaan analisis, intcrprestasi laporan pengawasarn fungsiona

untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan:

pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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C. Ketua Subkelompok Kerja Pengendalian Penduduk Informasi dan Data

Keluarga:

} a. Tugas:
| Membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Kesejahteraan Keluarga dalam pengkoordinasian

r”i\,nyclcngg “a.kau, mcngatur, uxCﬂgCﬁ.ua;u{dil, MCHRFHO uhxaolk:?ul,
memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkarn pelaksanaan
tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Informasi dan Data Keluarga
sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Fungsi:
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua
Subkelompok Kerja Pengendalian Penduduk, Informasi dan Data
Keluarga mempunyai fungsi pengoordinasi sebagai berikut:
1. penyusunan rencana program dan kegiatan Pengendalian

Penduduk, Informasi dan Data;

2. penyusunan dan pe manfaatem Grand Design Pembangunan
Kependudukan;

3. penyerasian kebijakan pembangunan Daerah terhadap program
KKBPK;

4. pelaksanaan informasi kepada pihak terkait terhadap kebijakan
pengendalian penduduk;

5. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk;

6. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis sinkronisasi dalam
rangka pengendahan kuantitas penduduk;

g fagilitaqr Ao b e e o Qe

7. auVUkaSI sosialisasi dan f{asilitasi penguatan Ker ] Saiiida
vendudukan ialur sendidikan formal dan

pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan

non formal;

8. penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan
jalur pendidikan formal dan non formal sesuai dengan isu lokal
Daerah;

9. implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal
dan non formal, jalur informal di kelompok masyarakat binaan;

10. advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak
kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan
dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentmgan serta
pelaksanaan sarasehan dan rapat pengendalian program;

11. pelaksanaan penyusunan program pemetaan sasaran pengendalian
penduduk;

12. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan pemetaan
perkiraan pengendaliian penduduk;

13. pelaksanaan informasi kepada pihak terkait dalam upaya pemetaan
pengendalian penduduk;

14. pelaksanaan  penyusunan  anggaran pemetaan  perkiraan
pengendalian penduduk;

15. pelaksanaan koordinasi kepada pihak-pihak pemerhati
kependudukan;

16. pcrumusan paramctcr dan pcmctaan kepend

17. penyediaan dan pengolaha
keluarga;

18. penyusunan kajian dampak kependudukan,;
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19. pemanfaatan, pencatatan, pengumpulan pegolahan serta pelaporan
data keluarga dan pengendalian lapangan serta pelayanan keluarga
berencana;

20. penyusunan dan pembentukan rumah data kependudukan di
kampung keluarga berencana;

21. pcmbinaan dan pcngawasan penyclenggaraan sistem  informasi
keluarga serta pencatatan pelaporan program KKBPK;

22. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

23. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

D. Ketua Subkelompok Kerja Pembinaan Keluarga Berencana:
a. Tugas:
Membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dalam pengkoordinasian menyelenggarakan, mengatur, mengendalhkan
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi,
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Pe
Keluarga Berencana sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Fungsi:
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua
Subkelompok Kerja Pembinaan Keluarga Berencana mempunvai fungsi
pengkoordinasian sebagai berikut:
1. penyusunan rencana program dan kegiatan Pembinaan Keluarga
Berencana;
2. pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)
Keluarga Berancana;
3. pendayagunaar tenaga penyuluh keluarga berencana {(PRE /PLKB];
4. penyiapan bahan dalam hal:
a) advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kernja;
b) KIE program KKBPK;
c¢) penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK;
d) promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak,
elektronik serta media luar ruang;
e) pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui
rapat koordinasi kecamatan, desa dan minilokakarva;
f) pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBK;
g) pengendalian program KKBPK;
h) penggerakan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan
(IMP) pada program KKBK;
i) penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKE;
jl penguatan pelaksanaan penyuiuhan, penggerakan, pelayanan
dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PKB/PLKB);

k) pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta
sarana penunjang pelayanan keluarga berencana di faskes
termasuk jaringan dan jejaringnya'

} pcrencanaan pelayanan kcluarga berencana Bergerak (mobilc);

m) peningkatan kesertaan penggunaan Metod i Jan
Panjang (MKJP);

n) penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan
penggunaan MKJP;

é,

e slattal
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o) penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
(Alokon) dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;

p) pembinaan pasca pelayanan bagi peserta keluarga berencana;

q) pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan

reproduk31 di f{asilitas kesehatan termasuk jaringan dan

jcjaringnya;
r) promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak
reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
s) peningkatan kompotensi tenaga pelayanan keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi;
t) dukungan operasional pelayanan keluarga berencana Bergerak;
u) promosi dan konseling keluarga berencana pasca persalinan dan
pasca keguguran; dan
v) peningkatan Kesertaan keluarga berencana pria.
S. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi;
6. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah;
7. pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas tingkat Daerah
dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan
berkeluarga berencana;
8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
9. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak |
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. |
|

E. Ketua Subkelompok Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera:

a. Tugas:
Membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dalam pengkoordinasian menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan,
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan
dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sesuai dengan hngkupnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Ketua
Subkelompok Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Seiahtera
mempunyai fungsi pengooordinasi sebagai berikut:

1. penyusunan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan
‘{eluargu Sejahters;

2. penyiapan bahan dalam hal:

a) pembentukan kelompok ketananan d.an Kese]anteraan KE 1uarga
Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bma Keluarga Lans1d
(BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);

b) orientasi dan pelatihan teknis pelaksana dan pengelola
ketahanan dan keseiahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS.
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS];

c) promosi dan sosialisasi kclompok kegiatan ketzhanan dan
kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKSE, PIK-R da

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);




d)

e)

t)

penyusunan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga
sejahtera;

perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

penyiapan bahan untuk meningkatkan komitmen antar
pcmcerintah maupun lcmbaga non pocmcrintah terhad
permasalahan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
penyiapan bahan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan
pembangunan keluarga;

penyiapan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan
ketahanan dan pembangunan keluarga;

penyiapan bahan pelaksanaan ketahanan dan pembangunan
keluarga;

penyiapan bahan  pelaksanaan model-model kegiatan
pembangunan keluarga;

penyiapan bahan pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan
(PUP);

penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan,
keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bag
keluarga pra sejahtera [ alasan ekonomi dalam kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

penyiapan bahan pelaksanaan pendampingan/magang bagi para
kader/anggota kelompok UPPKS;

penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesbilitas
permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna
peningkatan UPPKS;

penyiapan bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
penyiapan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKBj,
Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
dan pusat informasi dan komunikasi remaja (PIK R);

penyiapan bahan penyelenggaraan BKB, BKR, BKL dan PIK R
termasuk pendidikan pra melahirkan;

penyiapan bahan informasi dan edukasi kepada BKB, BKR, BKL
dan PIK R peran serta pemberdayaan keluarga, pengembangan
ketahanan keluarga dan menjadi orang tua hebat. generasi
berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga;
penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan
peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra
kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan
ekonomi) pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan
kegiatan kepada atasan;

pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan
dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan
dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);

pelaksanakan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi
kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan
kecscjahtcraan kcluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); dan

promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan
keluarga bagi mitra kerja.
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3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

=

Ketua  Subkelompok  Kerja  Kualitas Hidup  Perempuan  dar
Kcluarga:
a. Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuar dalam

pengkoordinasian menyelenggarakan, mengatur, merngendalikan.

mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Kualitas Hidup

Perempuan dan Keluarga sesuai dengan lingkupnya herdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua

S"bkclompo" Kerja Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

mempunyai fungsi pengooordinasi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga;

2. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja mengenai Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;

3. penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik dan hukum;

4. penyiapan pelaksanaan forum koordinasi penvusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang eckonomi sosial, politik dan hukum: |

5. penyiapan pelaksanaan perumusan kajian kebijakan peaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang

ekonomi sosial, politik dan hukum;
6. penylapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum;

7. penyiapan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum;

8. penyiapan pelaksanaan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum;

9. penyiapan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender di
bidang ekonomi sosial, politik dan hukum;

10. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

11. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas kcluargs;

1

12. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas keluarga;




o

13. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan  pengarusutamaan gender dan  pemberdavaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

14. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
pcrempuan di bidang kualitas kcluarga;

15. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

16. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender;

17. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdavaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

18. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

19. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Ketua Subkelompok Kerja Periindungan Perempuan, Informasi Gender dan
Anak:
a. Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam

pengkoordinasian menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan,

mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan

Perempuan, Informasi Gender dan Anak sesuai dengan lingkupnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua

Subkelompok Kerja Perlindungan Perempuan, Informas: Gender dan

Anak mempunyai fungsi pengooordinasi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Perlindungan
Perempuan, Informasi Gender dan Anak;

2. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

3. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan
anak;

4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak;

5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak;

6. penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus scrta dari tindak pidana pcrdagangan
orang;

7. penyiapan pelaksanaan forum koordinasi penyusunarn kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;
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10.

11

12.

13.

14.

15.

17.

18.

penyiapan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasandi dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeriaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

pcnyiapan pclaksanaan pcerumusan Kkajian kebijakan dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situas:
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

penyiapan pelaksanaan perumusan kajian kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

.penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ybncrapan

kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

penyiapan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan  didalam rumah  tangga, dibidang
ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

penyiapan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

penyiapan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap purempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;

.penyiapan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi penerapan kebijakan di bidang periindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

penyiapan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, dibidang kbtcnagam,“jaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

penyiapan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
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19.

20.

21.

22,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peneraparn
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
daritindak pidana perdagangan orang;

pcnyiapan pecmantauan, analisis, cvaluasi dan pclaporan poncrapaii
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan didalam rumah tangga,di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebyakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penvajian data dan
informasi gender dan anak;

penyiapan pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pengumpulan.
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan
anak;

. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender dan anak;

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan  distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender; dan anak;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian data dan
informasi gender dan anak;

penyiapan forum koordinasi penyusunan dan penyiapan perumusan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender;

penyiapan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender, serta penerapan kebijakan penyediaan layanan
data gender dan anak dalam website;

penyiapan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender
dan anak;

penyiapan forum koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan
penyediaan layanan data gender dan anak dalam website;
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
penyediaan layanan data gender dan anak dalam webstte;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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H. Ketua Subkelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak:
a. Tugas:

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam pengkoordinasian

menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan mengoordinasikan,

memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjaw bkan pelaksanaan
tugas di bidang Pcmcnuhan Hak Anak ousaai cngan lingkupnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang—undangan.

b. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua

Subkelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi

pengooordinasi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak;

2. penyiapan bahan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendldlkan kreativitas dan kegiatan budaya;

3. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan
keluarga dan Ilingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

4. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan.
kreativitas dan kegiatan budaya;

5. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapar kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluaarga dan lingkungan, kesechatan an
kesejahteraan serta pendidikan, kreahv**ns dan kegiatan budaya;

6. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan Ilingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil.
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan.
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

8. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

9. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budava;

10. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi.
pcngasuhan,  kcluarga an lingkungan, kecschatan  dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,

11.penyiapan perumusan kebljakan pengumpulan pengolahan

J‘

anak;
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12. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dafa dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;

13. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan
informasi di bidang pcmcnuhan hak anak;

14. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijjakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;

16. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

I. Ketua Subkelompok Kerja:
a. Tugas:

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dalam pengkoordinasian

menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengoordinasikan,

memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas di bidang Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan lingkupnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua

Subkelompok Kerja Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi

pengooordinasi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Perlindungan Khusus
Anak;

2. perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program
dan kegiatan Perlindungan Khusus Anak;

3. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

5. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penvedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

6. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
di di bidang perlindungan khusus anak;

7. penyiapan perumusan Kkebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
khusus anak;

8. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan khusus anak;

9. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan. pengolahan.
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
khusus anak;

10. pcnyiapan koordinasi dan sinkronisasi pcncrapan Kcbijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak;

11. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebiakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak;
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penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;

penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
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. pcmantauan, analisis, cvaluasi dan pclaporan pcncrapan kcbijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan

. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BUPA ANGKA TENGAH,

ALGAFRY RA
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